
		

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

0. Kesimpulan
1. [bookmark: _Hlk98918156][bookmark: _Hlk105212860]Kebiajakan kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana lalu lintas yang dilakukan oleh anak mengakibatkan kematian memiliki dasar hukum sebagaimana terdapat pada Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia bahwa untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Anggota Satuan Lalu Lintas Polsek Indrapura memiliki kewenangan diskresi dalam melaksanakan tugasnya sebagai aparat penegak hukum serta penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Diskresi tersebut dapat diterapkan dalam penanganan perkara pidana lalu lintas yang terjadi. 
1. Pelaksanaan diskresi Kepolisian dalam tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain yang dilakukan oleh anak adalah dengan penerapan model restorative justice terhadap anak dalam sistem peradilan pidana. Kepolisian lalu lintas Polsek Indrapura sudah menerapkan model restorative justice dalam bentuk pelaksanaan Alternative Dispute Resolution (ADR) yaitu mediasi terhadap korban dalam menangani perkara anak sebagai pelaku laka lantas. ADR ini merupakan perwujudan dan pengimplementasian dari model restorative justice.
1. [bookmark: _Hlk98918194]Hambatan kepolisian dalam melakukan diskresi dalam tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain yang dilakukan oleh anak adalah terdapat pilihan sanksi antara kurungan dan denda. Masyarakat pada umumnya dan anak di bawah umur pada khususnya yang melakukan pelanggaran lebih memilih membayar denda sehingga tidak menimbulkan efek jera kepada pelanggar dan polisi yang dianggap musuh oleh anak-anak di bawah umur karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang undang-undang yang berlaku di jalan. Upaya Kepolisian Satuan Lalu Lintas Polsek Indrapura terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana lalu lintas berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terutama yang diatur pada pasal 12 mengenai tugas dan fungsi polisi lalu lintas menjalankan fungsi polisi melalui 2 tindakan yaitu tindakan pre-emtif, yaitu dengan segala macam tindakan pencegahan. Contohnya dengan program polisi sahabat anak sejak dini, police goes to school, pembentukan pasukan keamanan sekolah di bawah binaan polisi, police goes to campus, program satu sekolah dua polantas. Serta tindakan represif, yaitu tindakan ini dilakukan untuk penegakan hukum lalu lintas apabila terjadi pelanggaran di jalan.
0. Saran
1. [bookmark: _Hlk105213005]Agar Kepolisian Satuan Lalu Lintas Polsek Indrapura    mengundang  para tokoh masyarakat dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia memberikan bimbingan dan penyuluhan terhadap  anak dibawah umur tentang undang-undang lalu lintas sehingga memahami tentang aturan berlalu lintas sehingga dapat mencegah terjadinya kecelakaan.
1. Agar anak dibawa umur yang melanggar undang-undang lalu lintas dapat dijatuhi hukuman berupa tindakan seperti kerja sosial sehingga akan menimbulkan efek jera  bagi anak untuk melakukan tindak pidana lalu lintas.
1. Agar kepolisian dalam upaya mencegah terjadinya tindak pidana lalu lintas oleh anak di bawah umur selalu melakukan sosialisasi tentang undang-undang lalu lintas umumnya kepada masyarakat dan pengguna kendaraan bermotor serta khususnya kepada anak di bawah umur.
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